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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kecamatan berada di bawah Pemerintah Daerah dimana Kecamatan ini adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dan desa berada di bawah Kecamatan, menurut Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, desa diartikan sebagai berikut:

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3).

Berdasarkan pengertian di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1 ayat (5) yang mengatakan bahwa:

Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdaarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005:3).

Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga negara berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatauan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 18 bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2.2 Pemilihan Kepala Desa

2.2.1
Persiapan pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterimanya pemberitahuan. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Kemudian BPD memproses pemilihan paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

2.2.2 Pembentukan Panitia Pemilihan

BPD membentuk panitia pemilihan, dalam rapat lengkap BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD. Dimana Panitia pemilihan ini terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat, dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dan panitia pemilihan ini ditetapkan dengan keputusan BPD setelah mendapat persetujuan Camat setempat dan dilantik oleh pimpinan BPD.

Sebelum mengaku jabatan sebagai anggota panitia pemilihan, terlebih dahulu diambil sumpah oleh pimpinan BPD, dengan kata-kata sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan bahwa saya demi tegaknya proses pelihan Kepala Desa akan menjunjung tingi semangat netralitas dalam mengemban tugas sebagai panitia pemilihan”.

2.2.3 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan

1. Susunan Organisasi

Setelah dilaksanakan pelantikan anggota panitia pemilihan, anggota Panitia Pemilihan menyusun kelengkapan panitia pemilihan yang terdiri atas:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Bendahara;

e. Seksi-seksi yang diperlukan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok panitia pemilihan adalah menyelenggarakan seluruh proses pemilihan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Panitia Pemilihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menetapkan jadwal kegiatan proses pemilihan;

b. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan pemilihan;

c. Melakukan penjaringan bakal calon;

d. Melakukan penyaringan bakal calon;

e. Melaksanakan koordinasi, konfirmasi, dan atau klarifikasi dengan instansi terkait apabila dalam proses penyaringan sebagaimana dimaksud huruf d terdapat permasalahan;

f. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih, yang ditetapkan BPD;

g. Memusyawarahkan dan merumuskan serta mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;

h. Melaksanakan pendaftaran pemilih;

i. Menetapkan tanda gambar Calon Kepala Desa;

j. Menetapkan undian tanda gambar bagi calon Kepala Desa;

k. Menetapkan tata tertib kampanye;

l. Menetapkan sanksi terhadap calon Kepala Desa berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;

m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;

n. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;

o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih;

p. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

2.2.4 Pendaftaran Pemilih

Panitia pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran calon pemilih selambat-lambatnya 7 hari sebelum pendaftaran calon pemilih dilaksanakan. Pendaftaran pemilih dapat dibantu oleh Ketua RT/RW. Kemudian, panitia pemilihan menerima pendaftaran calon pemilih dari penduduk desa WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah berusia 17 Tahun pada saat pendaftaran atau telah/pernah kawin;

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Terdaftar sebagai penduduk desa, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau kartu KK yang syah.

2.2.5 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Hasil Pendaftaran calon pemilih, ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dan disusun secara alphabetis per wilayah RT. Panitia pemilihan mengumumkan daftar pemilih sementara secara luas dan terbuka disetiap wilayah RT dan memberikan salinan daftar pemilih sementara kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti. Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar pemilih sementara.

Selama kurun waktu pengumuman daftar pemilih sementara, panitia wajib memperhatikan usul, masukan, dan saran perbaikan yang disampaikan masyarakat.

2.2.6
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Panitia menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berakhirnya kurun pengumuman daftar pemilih sementara. Rapat Panitia ini juga membahas tentang usul, masukan, serta saran atas daftar pemilih sementara yang diumumkan.

Hasil Rapat Penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani pula oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa yang bersangkutan. Apabila Calon Kepala Desa atau saksi tidak menandatangani, Berita Acara tetap dinyatakan sah.

2.2.7
Penyusunan Daftar pemilih Tambahan

Penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan belum terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap, panitia dapat menerima pendaftaran susulan yang kemudian dituangkan dalam daftar pemilih tambahan sementara.

Daftar pemilih tambahan sementara ditetapkan menjadi daftar pemilih tambahan tetap dalam Rapat Panitia, dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan. Penetapan daftar pemilih tambahan tetap ini, dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Hasil Rapat penetapan daftar pemilih tambahan sementara menjadi daftar pemilih tambahan tetap dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa yang  bersangkutan. Apabila Calon Kepala Desa dan atau saksi tidak menandatangani Berita Acara dinyatakan tetap sah.

2.2.8 Penjaringan Bakal Calon

Panitia pemilihan mengumumkan masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa. Pengumuman ini selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon dimulai dan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon serta syarat-syarat pencalonan Kepala Desa.

Penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon dilakukan dalam kurun waktu selama-lamanya 2 minggu. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjaringan dan atau pendaftaran yang kedua, dengan waktu selama-lamanya satu minggu. Dan Apabila ternyata tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjaringan dan atau pendaftaran yang ketiga, dengan waktu selama-lamanya satu minggu. Apabila dalam kurun waktu masih tetap tidak terdapat sama sekali bakal calon yang mendaftarkkan diri, ketua panitia pemilihan membuat laporan kepada BPD.

Dalam hal tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri dalam kurun waktu selama-lamanya 2 minggu, BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan selama-lamanya 6 bulan. Keputusan penundaan pemilihan, dilakukan dalam rapat lengkap BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Dalam kurun waktu penundaan di atas, BPD melakukan penjajagan dan atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan.

Penduduk desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia dan melengkapi serta memenuhi persyaratan calon Kepala Desa, selambat-lambatnya 1 minggu setelah masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon ditutup.

2.2.9 Persyaratan Calon Kepala Desa

1.
Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan;

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 25 Tahun;

e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

f. Penduduk desa setempat;

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;

h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 Tahun atau dua kali masa jabatan.

2. Disamping memenuhi persyaratan di atas, calon Kepala Desa harus memenuhi pula persyaratan:

a. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;

b. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas setempat.

c. Telah menjadi penduduk desa sekurang-kurangnya 1 Tahun  berturut-turut, yang dibuktikan dengan KTP;

d. Menyerahkan daftar riwayat hidup;

e. Berusia setinggi-tingginya 60 Tahun pada saat pendaftaran bakal calon dimulai, yang dibuktikan dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah;

f. Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pejabat yang bersangkutan;

g. Bagi Pegawi Negeri Sipil, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang telah memenuhi syarat pencalonan dan kemudian akan melanjutkan proses pencalon sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan ijin cuti dari pejabat yang berwenang, mulai saat yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penghitungan suara.

3. Kelengkapan persyaratannya meliputi:

a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf a dan b ;

b. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah desa setempat dari Kepala Desa dimana calon Kepala Desa bertempat tinggal yang dilampiri dengan photo copy KTP dan Kartu Keluarga sebagai bukti pemenuhan syarat calon nomor 1 huruf f;

c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon nomor 1 huruf h;

d. Daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf d;

e. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena makar dan atau melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf g;

f. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf i;

g. Pas Photo calon Kepala Desa ukuran 4cm x 6cm berwarna dan hitam putih, dengan jumlah sesuai kebutuhan  yang ditetapkan oleh panitia;

h. Photo copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau Dinas Pendidikan setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf c;

i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas materai, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf e;

j. Surat ijin cuti dari pejabat yang berwenang, bagi pegawai negeri, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.2.10 Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal calon beserta lampirannya. Penelitian ini meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Selambat-lambatnya 10 hari setelah penutupan penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon, hasil penelitian tadi diumumkan secara terbuka dan seluas-luasnya kepada masyarakat selama 3 hari.

Selama masa pemungutan, masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis mengenai kebenaran persyaratan bakal calon kepada panitia pemilihan, disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Panitia pemilihan menindaklanjuti dan atau menjadikan masukan yang disampaikan masyarakat, sebagai bahan klarifikasi dan pertimbangan dalam rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa.

2.2.11 Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa, dalam rapat lengkap panitia pemilihan, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan.

Keputusan panitia pemilihan tentang penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa ini disampaikan kepada BPD. Selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima keputusan panitia, BPD menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dalam rapat lengkap BPD. Penetapan calon Kepala Desa dituangkan dalam keputusan BPD dan bersifat final. Selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat lengkap BPD, Pimpinan BPD wajib berkonsultasi kepada Camat.

Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Bakal calon yang dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa kurang dari 2 orang panitia menunda penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dan membuka kembali penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon. Selama Bakal Calon yang sudah mendaftar tidak menyampaikan pengunduran diri, bakal calon tersebut dianggap sudah mendaftar. Apabila sampai masa pendaftaran ketiga tidak terdapat tambahan bakal calon yang memenuhi persyaratan, panitia melakukan rapat lengkap panitia yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia untuk menetapkan calon tunggal, yang dikuatkan dengan berita acara rapat tentang calon tunggal.

Keputusan panitia tentang pemilihan dengan calon tunggal, sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 dan anggota panitia yang hadir. Panitia menyampaikan laporan hasil rapat lengkap beserta berita acara rapat kepada BPD.

Selambat-lambatnya dalam tempo 3 hari, BPD melakukan rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD untuk membahas laporan panitia. Keputusan BPD untuk melanjutkan proses pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal, sekurang-kurangnya harus didukung oleh ½ ditambah satu dari angota BPD yang hadir. Keputusan BPD ini, baru berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati. Kemudian tata cara penetapan persetujuan Bupati ini diatur dengan Peraturan Bupati. Apabila dalam penyaringan terdapat lebih dari lima bakal calon yang memenuhi persyaratan, panitia pengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan ujian tertulis atas Bakal Calon yang ada. Pelaksanaan ujian tertulis ini dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Bupati. Hasil ujian tertulisnya paling lambat 7 hari disampaikan kepada panitia pemilihan yang bersangkutan untuk kemudian disampaikan kepada BPD sebagai bahan pembahasan dalam rapat lengkap penetapan calon Kepala Desa. Selambat-lambatnya 2 hari setelah penetapan calon Kepala Desa, panitia melakukan rapat lengkap untuk menentukan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Desa. Tanda gambar tersebut tidak diperkenankan menggunakan gambar / lambang dan warna yang mirip organisasi peserta pemilu, dan atau simbol sesuatu organisasi kemasyarakatan / lembaga pemerintah / agama. Rapat panitia harus dihadiri calon Kepala Desa dan atau saksi yang mendapat mandat dari calon Kepala Desa.

Nomor urut, nama calon, tanda gambar dan atau photo calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan. Setelah itu, Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama calon Kepala Desa dan tanda gambar calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 1 hari sejak ditetapkannya tanda gambar calon Kepala Desa. Setelah penetapan dan pengumuman bakal calon menjadi calon Kepala Desa, calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri. Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, maka posisi dan kedudukan Nomor Urut, Nama, Gambar, dan pengumuman dan dicetak dalam surat suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

2.2.12 Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Penyelenggaraan kampanye tersebut, dilakukan diseluruh wilayah desa setempat yang dilaksanakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa. Penanggung jawab utama kampanye ini adalah calon Kepala Desa. Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Kampanye dilakukan paling lama 11 hari berakhir 2 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 2 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang. Selama masa tenang, berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut calon Kepala Desa.

2.2.13 Bentuk Kampanye

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.

b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.

c. Melalui media cetak dan media elektronik

Penyebaran melalui media cetak dan elektronik, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo calon.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Penyebaran dalam bentuk alat peraga di tempat umum, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan atau diijinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan atau atas ijin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan setempat.

f. Rapat umum

Kampanye bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi, dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis. Penyampaian materi kampanyenya dilakukan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat mendidik. Dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa ini, calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum di desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Semua yang hadir dalam kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh calon kepala Desa, hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan.

Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan bersama.

2.2.14 Larangan Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa atau Tim kampanye calon Kepala Desa dilarang:

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lainnya;

c. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau golongan;

e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Desa yang sah;

g. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

h. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;

i. Menggunakan fasilitas Pemerintah Desa;

j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

k. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya.

Dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa atau tim kampanye calon kepala Desa dilarang melibatkan:

a. Aparat Desa dan Kecamatan;

b. Anggota BPD;

c. Anggota Panitia Pemilihan;

d. Anggota TNI/POLRI.

Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Anggota LPMD, dan Pegawai Negeri yang menjadi calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye, tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye di atas, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaran/penanggung jawab kampanye melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan;

b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.

Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye di atas,  ditetapkan oleh panitia pemilihan.

2.2.15 Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pemungutan Suara

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukkan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Subang. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara ini, dituangkan dalam surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.

Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi:

a. Surat undangan pemungutan suara;

b. Surat suara;

c. Kotak Suara;

d. Bilik suara dan kelengkapan lainnya.

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dituangkan dalam surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara. Jumlah surat suara dan surat undangan, dipesan sebanyak jumlah pemilih tetap, ditambah pemilih tambahan yang telah disyahkan oleh panitia pemilihan serta ditambah 5% dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Kemudian, Penggunaan tambahan surat suara tersebut di atas, dibuatkan Berita Acara.

2. Penyampaian Surat Undangan Pemungutan Suara

Panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Penduduk Desa yang telah didaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara. Apabila pada saat penyampaian surat undangan, pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.

Surat undangan, selambat-lambatnya harus sudah disampaikan 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan. Penyerahan surat undangan, dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan. Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan, dengan segala akibat hukumnya.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilaksanakan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Pemerintah Daerah yang diutamakan pada tempat yang strategis, seperti antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih, bisa dilakukan di balai desa, halaman balai desa, lapang atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang disediakan panitia pemilihan dan dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan panitia pemilihan bersama BPD dan Pemerintah Desa.

Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan berakhir. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan diakhiri pukul 14.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan calon Kepala Desa untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.

Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara di dalam bilik suara. Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara diwakili dengan alasan apapun. Dalam hal seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada saat pemungutan saura, panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, calon Kepala Desa harus hadir di tempat pemungutan suara, untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. Apabila karena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan calon Kepala Desa tidak dapat hadir, kehadiran dapat digantikan dengan photo yang bersangkutan. Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Desa tidak hadir dan atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara. Bilik suara ini harus menjamin keamanan dan kerahasiahan dalam pemberian suara. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Jumlah, bahan, bentuk, dan ukuran kotak suara, ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pemilih Tuna Netra, tuna Daksa atau mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan. Anggota panitia pemilihan yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Ketua panitia pemilihan membuka rapat pemungutan suara, dilanjutkan dengan sambutan Camat atau pejabat yang mewakilinya dan kemudian panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuka kotak suara;

b. Memperlihatkan isi seluruh kotak suara;

c. Menghitung surat suara yang disediakan panitia;

d. Menandatangani surat suara;

e. Menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari calon Kepala Desa masing-masing.

Kegiatan panitia pemilihan dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari calon Kepala Desa, Tim Pengawas, dan warga masyarakat. Kegiatan panitia pemilihan ini dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan yang dibuatkan berita cara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para saksi dari calon Kepala Desa. Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selembar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan. Apabila surat suara yang diterima ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan. Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia pemilihan berupa tinta pada salah satu jari tangan yang kemudian dicapkan pada kertas yang disediakan panitia.

Penghitungan suara pemilihan dilaksanakan pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:

a. Jumlah sisa surat yang tidak terpakai;

b. Jumlah surat suara  yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara dihadiri dan atau disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau para saksi calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, dan warga masyarakat. Dalam hal tidak seorang pun saksi calon Kepala Desa dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.

Penghitungan suara dilakukan pada posisi yang memungkinkan para saksi calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.

Saksi calon Kepala Desa  yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila keberatan yang diajukan oleh para saksi calon Kepala Desa dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon Kepala Desa atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat. Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi calon kepala Desa. Apabila para saksi tidak menandatangani Berita Acara, berita acara dinyatakan sah.

Panitia pemilihan dapat memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir. Berita Acara beserta kelengkapan lainnya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang dibagian luarnya ditempel label atau segel.

Panitia pemilihan menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon kepala Desa dan calon Kepala Desa terpilih. Setelah prosesi pemungutan dan penghitungan suara selesai dan BPD telah menerima penyerahan prosesi tersebut, maka pada saat itu juga BPD menyatakan prosesi pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dan berjalan secara demokratis serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila:

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa;

b. Menggunakan alat coblos yang disediakan di dalam bilik suara;

c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon kepala Desa;

d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa;

e. Surat suara tidak ditandatangani pemilih;

f. Surat suara tidak diberi identitas pemilih;

g. Surat suara tidak rusak;

2.2.16 Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan

1. Penetapan Calon Terpilih

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Suara terbanyak, dihitung dari jumlah suara sah dalam penghitungan suara. Apabila lebih dari 1 orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya bagi calon yang terpilih dengan perolehan suara yang sama yang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Dalam hal perolehan suara terbanyak diraih oleh calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, maka yang berhak ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa dengan suara terbanyak urutan kedua dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah suara sah. Apabila calon Kepala Desa yang meraih suara terbanyak urutan kedua jumlahnya kurang dari 1/5, maka diadakan pemungutan suara ulang dan diikuti oleh calon yang tidak mengundurkan diri.

Pemilihan ulang di atas, apabila menyebabkan calon tunggal, maka dilakukan pemilihan ulang dengan membuka kembali penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon. Selambat-lambatnya 3 hari setelah pemilihan, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD, berdasarkan Laporan dan Berita Acara pemilihan dari panitia pemilihan.

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Camat setempat merekomendasikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa terpilih.

Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan, disampaikan ke Pengadilan Negeri Subang, selambat-lambatnya 2 hari sejak panitia pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa terpilih. Perkara atas keberatannya, setelah mendapat pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri, dapat diteruskan sepanjang berpengaruh pada urutan perolehan suara. Penyelesaian perkara selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari, sejak laporan diterima dan tidak menunda proses pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati. Keputusan Pengadilan Negeri tentang penyelesaian keberatan pemilihan bersifat pertama dan final.

2. Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil pemilihan dari BPD.

Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk Bupati paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat. Kepala Desa terpilih sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Serah terima jabatan Kepala Desa selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelantikan.

3. Masa Jabatan

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2.2.17 Pengawasan Pemilih

Pengawasan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD. Susunan anggota Tim Pengawas pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD dengan komposisi personil sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Tim pengawas pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir setelah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

a. Mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

b. Menerima laporan pelanggaran berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

c. Menindaklanjuti laporan pelanggaran berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

d. Melakukan hubungan koordinasi dengan panitia pemilihan Kepala Desa.

Tim pengawas pemilihan Kepala Desa berkewajiban:

a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan secara aktif;

c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak berwenang;

d. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan melalui BPD.

Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Tim Pengawas, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran. Laporannya disampaikan secara tertulis  yang berisi:

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;

c. Nama dan alamat pelanggar;

d. Nama dan alamat saksi-saksi;

e. Uraian kejadian.

Tim pengawas pemilihan menindaklanjuti laporan. Kegiatan tindak lanjut paling lambat 3 hari sejak laporan diterima.

2.2.18 Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

b. Bantuan pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten);

c. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Biaya Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan dalam Peraturan Desa, untuk membiayai kegiatan:

a. Pengadaan kelengkapan pemungutan suara;

b. Biaya administrasi;

c. Operasional penyelenggaraan pemilihan;

Dalam pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan, dan akuntabel. Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh panitia pemilihan kepada BPD setelah selesai pemilihan. Pengaturan lebih lanjut tentang biaya pemilihan ditetapkan kemudian oleh Bupati.


